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Mengingat

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 3I TAHUN 2024

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

a, balwa dengan terbitnya berbagoi peraturan dan
kebijakan di bidang penyelenggaraan akademik
perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi, maka Peraturan Rektor Universitas Jambi
Nomor 9 Tahun 2O20 tentang Peraturan Akademik
Universitas Jambi perlu disesuaikan kembali dengan
berbagai perkembangan dan perubahan tersebut;

b. bahwa Senat Universitas Jambi dalam Rapat Senat
tanggal I I Juli 2024 telah memberikan persetujuan
terhadap penggantial Peraturan Rektor Universitas
Jambi Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Peraturan
Akademik Universitas Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik
Universitas Jambi;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (lrmbarart Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 157, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 158, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahwn 2023 Nomor 141, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO9 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O9 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O07);

7. Perattiiah P€rherintah Nonioi 4 Tahun 2O14 tentirng
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 55O0);

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pencegaharr dan Penanggulangan Plagiat dt
Perguman Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2O Tahun
20ll tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar
Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 I Nomor 297);

ll. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Taliun 2012 Nomor 433);

12. Perahrran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 366);

14. Peratufan Menteri Riset, Teknolog, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 40 Tahun 2Ol7 tentang Standar Pelayanan
Minimum Universitas Jambi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 780);

15. Peraturan Menteri Riset, Teloeologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 4l Tahun 20 18 tentang Statuta Universitas
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Jambi (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018
Nomor 1352);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat
Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan
Ijazah Perguruan Tinggr Negara l,ain; i (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 167);

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi tenta.ng Satu Data Pendidikan, Kebudayaar,
Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu
Data Kependidikan, Kebudayaan, Riset dal Teknologi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor
666);

18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaal, Riset, dan
Teknologi Nomor 48 Tahwrr 2022 tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Diploma dan hogram Sarjana
pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomdr 843), sebagaiinana diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, Dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2O23 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022
Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma
Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
964],;

19, Feraturah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54);

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2O23

Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNTVERSITAS JAMBI.
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BAEI I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
l. Universitas Jambi yarrg selanjutnya disebut UNJA adalah perguruan tinggi

negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggaralan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan

2. Rektor adalah Rektor UNJA.
3. Senat adalah unsur penjrusun kebijakan yang menjalankan fiingsi

penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu adalah unsur

pelaksana akademik yang melakukan tugas pokok dan fi:ngsi UNJA pada
bidang penglajian dan pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.

5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNJA.
6. Program Pendidikan adalah Program Diploma, Program Sarjana, Program

Profesi dan Program Pascasarjana yang ada di lingkungan UNJA.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang

memiliki kurikulum dan rhetode pembelajaian tertentu dalam satu jenis
Pendidikan akademik, Pendidikal profesi, dan / atau Pendidikan vokasi.

8. Dekan adalah Dekan Fakultas yalg ada di lingkungan UNJA.
9. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNJA.
10. Jr:rusan adalah Jurusan yang ada pada Fakultas di tinglungan UNJA.
I l. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan yang ada pada Fakultas di lingkungan

UNJA.
12. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi yang ada di

lingkungan UNJA.
13. Sivitas Akademika adhlah satuan masyarirkat akademik yang terdiri atas

Dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJA.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UNJA dengan

tugas utama mentransformasikan, mengembangLan, dan menyebarluaskan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

15. Dosen Pralrtisi adalah dosen yang memiliki pengalaman praktis dalam
bidang yarrg diajarnya.

16. Penanggung Jawab Mata Kuliah adalah seorErng dosen yang mempunyai
tugas dan wewehdilg ulthrk rhehyusun, inelaksa.trekah, daft rne €ievaluasi
proses pembelajaran pada suatu mata kuliah.

17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab
yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh
masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaal tertentu.

18. Pembimbing AJ<ademik selanjutnya disebut dengan Dosen PA adalah
seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi
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penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang dibimbing.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJA.
20. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program

pendidikan pada suatu semester yang sedang berlangsung sesuai dengan
Keputusan Rektor.

21. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa yang pindah baik antar Program
Studi dalam lingkungan UNJA maupun mahasiswa perguruan tinggi lain
yartg pindah ke UNJA.

22. Mahasiswa Asing adalah seseorang yarg bukan warga negara Indonesia
yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk mengikuti suatu program
studi yang ada di Indonesia.

23. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan yang diarahkan terutama pada
penguasa€rn ilnu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan UNJA.

24. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada
kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh UNJA.

25. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada
keahliari tertentu di liriglrungan UNJA.

26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan
Tinggr.

27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar di UNJA.

2E. Kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi meliputi kegiatan belajar di
kelas, magang/praktik keda, proyek di desa, pertukaran mahasiswa,
penelitian, kewlrausaliaan, studi/proyek independen, mengajar di daerah
terpencil, dan proyek kemanusiaan.

29. Sistem Kredit Semester yang selarjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit
untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang
menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.

30. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks, adalah takaran waktu
kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester
dalam proses pembelajaran meldui berbagai bentuk pembelajaran atau
besarnya penga.lnran atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti
kegiatan kurlkuler dl suatu program studi.

31. Rencana Pembelajaran Semester disingkat RPS adalah petunjuk ringkas
tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses
pembelajaran.

32. Karru Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu kendali yang
memuat jenis mata kuliah dal beban sks yang diambil oleh mahasiswa
dalam satu semester.
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33. Karhr Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah rekaman prestasi
akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang
diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan

34. Indeks Prestasi Semester yang selajutlya disingkat IPS adalah hasil
penilaian capaial pembelajaran lulusan di tiap semester.

35. L:deks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah junlah
perkalian nilai kredit dengan nilai bobot seluruh mata kuliah dibagi dengan
jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam kurun walrtu tertentu.

36. Beban Belajar Program Pehdidikan adalah jumlah beban tugas yang
dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk
menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.

37. Ttrgas Akhir adalah salah satu mata kuliah pada suatu jenjang yang
menardakan akhir dari sebuah proses Pendidikan.

38. Pembimbing I dan Pembimbing II adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor
untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikaa tugas akhir mahasiswa
Program Sa{ana.

39. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping adalah dosen yang
ditetapkrm oleh Rektor wrtuk memberikafl bimbinga-n dalam menyelesaikan
tugas akhir mahasiswa Program Magister/Spesialis I.

40. Promotor dan Co-promotor adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk
memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa
Program Doktor.

41. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai
terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing
program studi yang diperoleh mahasiswa selama kuliah di UNJA.

42. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun
secara rinci dalam setiap semester yang ditetapkan melalui Keputusan
Rektor,

43. Sistem Informasi Akademik selanjutnya disebut (SIAKAD)

https:/ / siakad.unia.ac.id ada,lah sistem informasi yang berupa perangkat
lunak berbasis data dan jalur data serta a"nalisis parameter yang digunakan
pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjeminan dan
peningkatan mutu pembelajaran secara online yang digunakan sebagai
sara a pengambilan keputusan.

lK. E-Registration https: / /reeis.unia,ac.id addah sistem informasi berbasis
vt ebslte ufltuk rnemfasllltasi keglatall daftef ularrg, cuti kuliah, pindah procll,
pengajuan relaksasi UKT, permohonan surat akif kuliah mahasiswa secara
online.

45. Sistem Informasi Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (SIAKADEKA)

https://siakadeka.unia.ac.id adalah sistem informasi yang berupa
perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang
digunakan pada pengelolaan institusi Pendidikan dalam program
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penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online untuk
kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta digunal<an
sebagai sarana pengambilan keputusan.

46. Elista https: / /elista.unia.ac.id adalah Sistem Informasi berbasis website
untuk mengelola bimbingan T\:gas Akhir Mahasiswa serta dapat digunakan
sebagai sarana pengambilan keputusan.

47. Penjaminan Mutu adalah program untuk melaksanakan pemantauan,
evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan
mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek
pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan
pencapaian standar yang telab dinyatakan dalarn visi, misi, hrjuan dan nilai
pendidikan tinggi.

48. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuaa atas capaian
pembelajaran seseorang yaflg diperoleh dari pendidikan formal, nonformal,
informal, dan/ atau pengalaman ke{a kedalam peadidikan formal.

49. Yudisium adarlah penetapan kelulusan mahasiswa dalam menempuh studi
yang telah memenuhi seluruh prasyarat minimun, yang ditetapkan oleh
Dekan atau Direktur Pascasarj ana.

50. Pertukaran Mahasiswa adalah sistim transfer kredit kegiatan belajar melalui
kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggr dalam rangka
memperkaya capaian pembelaj aran lulusan.

51 . Magang/ Praktek Kerja adalah kegiatan pembelajarar langsung ditempat
kerja melalui kerjasama dengan mitra magang dalam rangka menyelaraskan
capaian pembelajaran lulusan progam studi dengan tuntutan kompetensi di
dunia kerja.

52. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran
dalam bentuk asistensi mengajar mclalui ke{asama dengan mitra satuan
pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki rninat
dalam bidang pendidikan yarrg relevan dengan kompetensinya.

53. Penelitiarr/Riset adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian
mela.lui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki
minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program
studinya,

54. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek
(relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka
menyiapkan maltasiswa unggul yahg menJuhjurlg tinggt fillai kemaflusiaan
dalam menjalankan tugas berdasarkan agarna, moral, dan etika.

55. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha
dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk
mengembalgkan usahanya lebih dini dan terbimbing yarg dapat juga
dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakaa sistem
pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
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56. Studi/Proyek Lndependen adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap
atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok
lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan
dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.

57. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN'I) adalah kegiatan
pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk
hidup di tengah masyarakat di luar UNJA sesuai dengan tema yarg
diusulkan oleh mahasiswa.

58. Bela negara adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan mehbentuk
sikap dan perilaku mahasiswa yang dijiwai oleh kecintaanya kepada Negara
Kesatuan Republik Ledonesia.

BAB II
PENTELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Ke Satu
Umum
Pasal 2

(1) UNJA rienyelenggratalan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik scbagaimana dimaksud pada ayat

(l) meliputi program Sarjana (S-l), Magister (S-2) dan Dolctor (S-3).

(3) Penyelenggaraan pendldikan profesi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

melipuu program Profesi dan Spesidis,
(4) Penyelenggaraaa pendidikan vokasi sebagaimaaa dimaksud peda ayat (1)

meliputi program Diploma (III-M, magister terapan, dan dolrtor terapan.
(5) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan vokasi

dilaksanakan oleh Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, dan
Program Diploma.

Pasa-l 3
(1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJA dilaksanakan berdasarkan Sistem

Kredit Semester, Blok dan Paket.
(2) Sistem Kredit Semester, Blok dan Paket adalah suatu sistem

penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks, blok dan paket.
(3) Satuan kredit semester, blok dan palet merupakan takaran waktu kegiatan

belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu persemester dalam
proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya
pefEakuan atas keberhasllafl usalta rraltaslswa clalatn inengikuti kegatati
kurikuler di suatu program studi.

Pasal 4
(1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJA menggunakan satuan wakftr

semester.

{2) Semester sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1} terdiri dari semester
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gasal dan semester genap,
(3) Semester merupalan satuan wakhr proses pembelajaran efektif selama 16

(enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir
semegter,

(4) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Relctor.

Pasal 5
(1) Setiap satu tahun akademik UNJA dapat menyelenggarakan satu kali

semester antara,
(2) Penyelenggaraan Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dilaksanakan dengan ketentuan :

a. digunakan untuk mengontrak mata kuliah dengan status Baru (B);

b. mahasiswa dapat mengikuti semester antara dengan syarat IPK minimal
3,5;

c. beban belajar maksimum 9 (sembilan) sks;
d. pelaksanaan perlmliahan paling lama 8 (delapan) minggu;
e. dalam hal semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan,

maka tatap muka dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali termasuk
ujian tengah semester antara dan ujian alhir semester antara;

f. perolehan nilai dan sks tidak dapat digunakan perhitungan beban belajar;
g. berdasarkan kalender akademik yang berlaku;
h, diserahkan kepada masing-masing fakultas dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.
(3) Mata kuliah Semester Antara sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak

termasuk kuliah kerja nyata (Kukerta) atau magang, Praktik Lapang, praktik
ke{a lapang, praktik pcngelenian lapangan, prraLktik klitrik atau bentuk leitl
yang sejenis;

(4) Biaya kegiatan Semester Antara dibebankan pada anggaran masing-masing
Fakultas.

(5) Penanggung jawab Semester Antara adalah Dekan yang dalam
operasionalnya dapat membentuk panitia/tim yaag melibatkan unsur
administrasi fakultas.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Semester Antara diatur dengan Peraturatt
Relrtor.

Bagian Kedua
Penerimaan dan Penyiapan Mahasiswa Banr

Pasal 6
(1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma/Vokasi, dan Sarjana

dilakukan setiap awal Tahun Akademik melalui jalur Prestasi, jalur Tes,
jalur Mandiri, jalur Afirmasi dan jalur Adaptasi.
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(2) Penerimaan mahasiswa baru Pascasa{ana dan Program Profesi dapat
dilakukan setiap semester.

(3) UNJA menerima calon mahasiswa penyandang Disabilitas {difabel)
sepanjang Program Studi tidak menentukzrn syarat-syarat khusus.

(4) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa barr diatur lebih lanjut
dalam POB (Prosedur Operasional Baku).

(5) Mahasiswa baru hanrs diberikan penyiapan yang meliputi:
a. penjelasan umum UNJA;
b. cara belajar yarlg menjunjung prinsip integritas aladeiirik;
c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual,

perundungan, dan intoleransi;
d. cara beradaptasi pada kehidupan di UNJA yang aman, sehat, dan ramah

lingkungan.
(6) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi
(7) Untuk jalur aErmasi dan jalur adaptasi diatur lebih lanjut pada peraturan

Rektor.

Bagian Ketiga
Penerimaan Mahasiswa Asing dan Kelas Internasional

Pasal 7
(l) UNJA menerima Mahasiswa asing melalui seleksi mandiri dengan dan/ atau

tanpa beasiswa.
(2) UNJA mencrima mahasiswa asing Program Sarjana, Program Magister dan

Program Doktor.
(3) Mahasiswa asing dapat memperoleh beasiswa yang besarannya ditetapkan

dalam Surat Keputusen Rektor.
(4) Mahasiswa asing dapat diterima jika memenuhi syarat sehat jasmani dan

rohani serta bebas dari Narkotika d,an zat adilrtif lainnya.
(5) Ikiteria penerima beasiswa ma-hasiswa asing diatur dalam mekanisme

tersendiri dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8
(1) UNJA menyelenggarakan kelas internasional.
(2) Mahasiswa Intemasional dapat diberikan bantuan UKT yang besarannya

ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
(3) Setiap mahasiswa pada kelas internasional harrs lulus Test Wawancara

Khusus dan memiliki nilai JUELT (4O0), TOEFL (45O), atau IELTS (6).

(4) Ikiteria mahasiswa kelas internasional ditetapkan dengan Keputusan
Relctor,
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Bagan Keempat
Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 9
(1) Mahasiswa dapat melakukan pindah Prograrn Studi di lingkungan UNJA

dengan ketentuan:
a. Iama studi paling sedikit 2 (dua) semester bertumt-turut;
b. berasal dari program studi yang seru.mpun;
c. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain

yang sejenis;
d. khusus untuk program studi kedokteran umum tidak diperkenalkan

menerima mahasiswa pindahan dari program studi lain.
e, disetujui oleh Dekan Fakultas asal dan Dekan Fakultas yang dihrju

berdasarkan pertimbangan Ketua Program Studi asal dan Ketua Program
Studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung
dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yarrg telah ditempuh dan/atau
sisa masa studi;

f. akreditasi Program Studi asal memiliki alrreditasi yErng sama atau lebih
tinggi dari alreditasi prograft studi yang dituju;

g. berada dalam satu rumpun ilmu di lingkungan UNJA yang ditetapkan
dalam surat Kepuh-rsan Rektor.

(2) Pengajuan permohonan pindah program studi diajukan oleh mahasiswa
paling lambat 4 (empatl minggu sebelum awal kuliah semester ganjil/genap
sesuai dengan kalender akademik.

(3) Pindah program studi hanya diijinkan satu kali;
(4) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai

berikut:
a. itemiliki kandungan materi yanB setara dengah mata kuliah yang

terdapat pada kurikulum program studi yang sudah diikuti;
b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud huruf a. namun dianggap mendukung
ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah
pilihan.

(5) Lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi
pada fakultas/program studi yang dituju.

(6) Pindah Program Studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor
setElah lrieihpefcileh iJersetLijuafl DekAfi Fakultas yang dih{u,

(7) Tatacara pengajuan permohonan pindah program studi di lingkungan UNJA
diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik
UNJA
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Pasal 1O

(1) UNJA menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari PTI.I tain di dalam
negeri yang memenuhi persyaratan:
a. terdaftar di PD-Dilrti;
b, berasal dari satu kementerian dan bukan dari perguruan tinggi swasta;
c. akreditasi Program Studi asal memiliki alrcditasi yang sama atau lebih

tinggi dari alaeditasi program studi yang dituju;
d. berada dalam satu nrmpun ilmu di lingkungan UNJA yang ditetapkan

dalam KEputusan Rektdr;
e. lama studi dan IPK pada universitas asalnya:

1) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau paling lama 8 (delapan)
semester bagi Program Sarjana/ Diploma IV dan dengan IPK minimum
2,5;

2) sekurang-lnrrangrya 2 (dua) semester atau paling lama 5 [ima)
semester bagi Pascasarjara dengan IPK minimum 3,0;

f. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain
yang sejenis yang dinyatakan dengan surat keteraagan dari Dekan
Fakultas/Direktur Pascasarjana asal;

g. disetujui oleh pimpinan Universitas asalnya;
h. membayar uang Iuran Pengembangan Institusi (IPI| sesuai dengan

Program Studinya yang besarannya sesuai pada tahun be{alan.
(2) Pengajuan permohonan Pindah Program Studi diajukan paling lambat 4

(empat) minggu sebelum awal eemester ganjil dimulai.
(3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan hanrs memenuhi syarat sebagai

berikut:
a. memiliki kandungan materi yang setara dengar mata kuliah yang

tcrdapat pada kurikulum program studi yang sudah diikuH;
b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud huruf a. narnun dianggap mendukung
ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah
pilihan.

(4) lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi
pada fakultas /program studi yang dituju.

(5) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengaa Keputusan Rektor setelah
memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas / Direkhrr Pascasaq'ana yang
dituJu.

(6) Program Pascasarjana UNJA dapat menerima mahasiswa pindahan dari
Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri untuk tujuar penyelesaian
Disertasi.

(7) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi dari PIN di luar UNJA diatur
lebih lanjut dalarn Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA.



Pasa] I I
(1) UNJA dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari pergun-ran

tinggi luar negeri pada setiap awal semester ganjil.
(2) UNJA menerima mahasiswa WNI/WNA pindahaa yang berasal dari

perguman tinggi luar negeri yang dialrui oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, dan telah mengikuti Pendidikan sekurang-kurangnya 2
(dua) semester, lulus placement fest yang diselenggaralan oleh program
studi yang dituju serta memenuhi ketenhran yang berlaku.

(3) Pengajuan permohonan pindah studi diaJukan paling larilbat 4 (ernpat)
minggu sebelum awal semester ganjil dimulai.

(4) Bagi mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah
studi menjadi mahasiswa UNJA harus menyerahkan persyaratan antara
lain:
a, daftar riwayat hidup;
b. fotokopi/sallnan tjazah dan transkrlp akademlk;
c, surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti Pendidikan di

Republik Indonesia berupa bank account;
d, futokopi paspor yang maslh belahr minlmd 1 (satu) tahun;
e. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Republik lndonesia;
f. pasfoto terbaru;
g. surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari instansi berwenang

dan
h. surat Uin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

(5) Bagi mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah
studi menjadi mahasiswa UNJA harus menyerahkan persyaratan antara
lain:
a. daftar Riwayat hidup;
b. fotokopi/Salinan ijazah dan transkrip akademik;
c. pasfoto terbaru; dan
d. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.

(6) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi dari PIIII di luar UNJA diatur
lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA.

(7) Mahasiswa pindahan yang telah memasuki masa penyelesaian tugas akhir
harus dibimbing oleh pembimbing pertama atau pembimbing utama atau

ftrt ftiiitdt diii{ tl6sch UNJA.

Bagran Kelima
Rekognisi Pembelaj aran Lampau

Pasal 12

(l) UNJA menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau yaitu pengakuan
atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal
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atau nonformal, dan/atau pengalaman kerja kedalam Pendidikan formal
(2) Tipe RPL yang diselenggarakan UNJA adalah

a. tipe A1

b. tipe A2
c. tipe B 1

(3) RPL tipe A1 s6!agaitu116 dimaksud pada ayat (l) huruf a adalah metode
pengakuan terhadap haail belajar dari Pendtdikan formal di perguruan
Tinggi, sama seperti proses Alih IGedit (kredit transfer), dan hasil pengakuan
yaflE dtperoleh adalah keputusaa tentang pengakuan Alih lftedit.

(4) RPL tipe A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode
pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari Pendidikan non formal,
informd, dan/atau pengalaman kerja yang dilakukan dalam tahap asesmen
dan rekognisi, dan hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan
tentang pengakuan jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui.

(5) RPL tipe E}l sebagaimaaa dimaksud pada ayat (l) hulrf c: adalah
pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang dapat berasal dari
Pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman ke{a untuk
inendepatkan pengakuan kesetaiaari pada level KKNI tertentu;

(6) Mekanisme penqajuan RPL mengikuti prosedur pada
https: / / sierra.kemdikbud. eo. id /

(7) Tata cara pengakuan penyelengaraan RPL ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Registrasi dan Registrasi Ulang

Pasal 13

(1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan dii (registrasi) pada walrtu yang telah
dttentukah.

(2) Tiap Eemester, mahasiowa lama wajib melakukan reglstraoi ulang
(lwttegistrasi) Belual dengar waktu yang telah dltentukan.

(3) Proses registrasi dan rcgistrasi ulang dilah*an melelui aplikasi e-regio
httoa: / /rede.unla.ac.id /l

(4) Ketenfiran pelakranaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2),

diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik
UNJA.
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Pasal 14

(1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang dinyatakan sebagai
mahasiswa berstatus Non Aktif.

(2) Mahasiswa yang berstatus Non Alrtif yang akan melalnrkan registrasi ulang
pada semester berikutnya harus mengajukan permohonan tertu[s kepada
Wakil Relidor Bidang Akademik melalui Dekan Fakultas/Direktur
Pascasarjana darr diwajibkan melakukan pembayaran uang kuliah sesuai



masa Non Aktif.
(3) Masa Non Aktif mahasiswa sgfoageimana dimaksud pada ayat (f ) dihitung

sebagai masa studi.
(4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang selama 2 (dua) semester

berfurut-turut dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan statusnya
sslagai mahasiswa UNJA.

Bagian Ketujuh
cuti Akadeftik

Pasal 15
(l) Jadwal Pengajuan cuti akademik menyesuaikan dengan kalender akademik.
(2) Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti akademik apabila mahasiswa

yang bersangkutan telah kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
(3) Cuti akademik bagi matrasiswa dapet diberikan sebanyak-banyalmya 2

(dua) semester selama masa studl untuk Eemua jeajang.
(4) Cuti akademik tidak diberikar kepada mahaciswa Program Profesi.
(5) Mahasiswa yang mengambil cuti a}<ademlk sebagaimana dlmd<sud ayat (l),

tetap diwajibkan utltuk melakukan registrasi ulang di semester bedkutnya
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

(6) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
(7) Ketentuan pelaksanaan cuti alademik diatur lebih lanjut dalam Pedoman

Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA.

BAB III
BEBAN BEI,AJAR DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu
Beban Belajar Pada Program Diploma

Pasal 16

(l) Beban belajar Program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus
delapan) sks dengan masa tempuh kurikulum 6 [enam) semester dengan
masa studi paling lama 5 [ima) tahun akademik di luar cuti akademik.

(2) Bebar belajar Program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat
puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum 7 (tujuh) sampai 8
(delapanl semester dengan masa studi pEling lama 7 (hljuh) tahun akademik
di luar cuti d<adem&,

(3) Pemenuhan masa den beban belajar bagi mahasiswe program Diploma III
dan Diploma IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dapat dilaksanakan
a. di dalarn Progran Studi; dan /atau
b. di luar Program Studi,
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Bagian Kedua
Beban Belajar dan Penyelenggaraan
Pembelajaran Pada Program Sarjana

Pasal l7
(l) Beban belqiar pada program sa{ana atau carjana terapan minimal 144

(seratua empat puluh empat) satuen kredit semester yang dirancang dengan
Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) Bcmeater.

(2) Beban belajar Program Sarjana sebngaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
masa Etudi paling larna 7 (tujuhl tahun akademlk di luar cutl akademlk.

(3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didistribusikan pada:
a. semester satu dar semester dua paling banyak 2 1 (dua puluh satu)

sahran kredit semester; dan
b. semester tiga darr seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan

kredit semester.
(4) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilaksanakan pada semester artara paling banyak 9 (sembilan) satuan
kredit semester.

(5) Mahasiswa pada pfoBfath saljafla dapat merherruhi sebagiirn beban belajar
di luar program studi dengan ketenhran:
a. 1 {satu) semester atau setara dengan 2O (dua puluh) satuan kredit

semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang
sama; dan

b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuen
kredit semester di luar perguruan tinggi.

(6) Mahasiswa pada program sadana terapan wajib melaksanakan kegiatan
magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan
minirnal f (satu) semester atau setara dehgan 20 (dua puluh) satuan kredit
semester.

(7) Selain kegiatan magzlng sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mahasiswa
pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling la;rra 2
(dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan lrredit semester
di luar perguruan tmgg.

(8) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar
program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ayat (6), dart ayat (7).

(9) Kctcntuan scbagalmana dimalsud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)

dikecualikan bagi mahasiswa pada progrErm studi kedokteran, kebidanan,
dan keperawatan.

(l0)Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan
ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
a. pemberian tugas d<hir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek,

atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu
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maupun berkelompok; atau
b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya

yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian
kompetensi lulusan.

Pasal 18
(l) Setiap mahasiswa dapat memilih salah satu bentuk kegiatan pembelajaran

di luar Program Studi, meliputi:
a. Pertukaran pelajar/ mahasiswa;
b. M agang / praktek kerja;
c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
d. Penelitian/Riset;
e. Proyek kemanusiaan;
f. Kegiatan wirausaha;
g. Studi/proyek independen;
h. Membangun desa/KKNT;
i. Bela negara; atau
j. bentuk lain yang ditctapkan oleh Rektor.

(2) Petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis kegiatan pembelajaran
s6lagai663a dimaksud ayat (l) diatur dalam buku pedoman yang disusun
oleh Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M);

(3) Setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dtlaksanakan scsuai derlgali kebljakan petrJairliflati rhutu internel yaflg teleh
ditetapkan dan dilalrukan monitoring serta evaluasi secara berkala.

(4) Kegiatan pembelajaran sslagaimena dimaksud ayat (f ) huruf h disyaratkan:
a. mahasiswa telah menyelesaikan proses pembel,ajarar setelah semester 4.
b. dilakukan secara berkelompok, berjumlah paling banyak 15 (lima belas)

orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat
multidisiplin (asal prodi/falrultas/kluster yang berbeda),

c. peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib Eue in di lokasi yang telah
ditentukan.

d. srhat jasilenl dan rohani scrta tldek seddng hamll bagi wanita.
e. IPK minimal 2.O0 sampai dengan semester 5 (lima).
f. kegiatan KKNT yang berlangsung hanya selama satu semester atau enam

bulan beban belajarnya setara dengan 20 SKS.
g. kegiatan KKNT dapat dilakukan selama dua semester atau satu tahun

yang beban belajarnya setara dengan 40 SKS apabila pengalaman
belajarnya dapat dikategorikan sebagai tugas alhir atau skripsi yang
sesuai juga dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.

(5) Penyetaraan bobot kegiatan bentuk-bentuk pembelajaran sebagaima
dirnaksurl ayat (1) dapat dikelompokkaii menjadi alua bentuk yaltu:
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a. bentuk bebas lf,ree foml yaitu program bela-iar selama 6 (enam bulan) atau
1 {sahr) tahun tanpa p€nyetaraan dengan mata kulia}r; dan

b. bentuk terstruktur (strucfured /orrr) yaitu program belajar selama 6
(enam) bulan atau I (satu) tahun sesuai dengan kurikulum yang
ditempuh dan disetarqkan dengan mata kuliah yang ditawarkan.

(6) Penyetaraan beban belajar sebagaimana dimaksud huruf pada ayat (5)

harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.
(7) Penyetaraan beban belajar sebegaimana dimaksud pada ayat (5) hanrs

sesuai dengaa struhur kurlkulum program studl tcrbaru sesuai
nomenklatur matakuliah dan beban sks.

Bagian Ketiga
Beban Belajar dan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada

Program Magister, Profesi dan Spesialis I
Pasal 19

(1) Beban belajar Program Magister sekurang-kurangrya 54 (lima puluh empat)
sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks dengan masa tcmpuh kurilrulum 3
(tiga) saEpai dengal 4 (empat) se lester dengan masa shrdi pallng lama 4
(empat) tahun akademik di luar cuti akademik.

(2) Beban belajar Program Profesi sekurang-lorrangnya 36 (tiga puluh enam)

sks dengan masa tempuh kurikulum 2 semester dan masa studi paling lama
3 (tiga) tahun akademik.

(3) Beban belajar Program Spesialie sekurang-lctrrangnya 36 (tiga puluh enam)
sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun d<ademik di luar cuti
akademik.

(4) Ketentuai sebagaLnana dimd<sud pada pada ayat (2) untuk Program Studi
Profesi Dokter diatur tersendiri dalam peraturan akademik proBram studi,

(5) Mahasiswa Program Magister yang berasal dari luar bidang ilmu wajib
mengikuti program matrikulasi yang diselenggarakan oleh program studi.

(6) Proses pembela.laran pada Program M^grster dapat dilakukan dengan cara
hybrid.

Bagtan Keempat
Beban Belajar dan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada

Program Doktor
Pasal 2O

(1) Beban belajar Program Doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua)
sarnpai dengan 52 (lima puluh dua) sks deogan masa tempuh kurikulum
dirancang sepanjang 6 semester yang terdiri atqs
a. 2 (dua) Semester pembeLajaran yang mendukung penelitian
b. 4 {empat) Semester penelitian dan publtkasi
c. masa studi pada Program Doktor paling cepat 6 semester dan paling lama
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14 semester di luar cuti akademik.
{2) Beban belajar dan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1)

berlaku terhadap Program Doktor sebidang dan tidak sebidang ilmu.
(3) Mahasiswa yang berasal dari luar bidang ilmu wajib mengikuti program

matrikulasi yang diselenggarakan oleh progran studi,
(4) Proses pembelajaran pada Program Doktor dapat dilakukan dengan cara

hybrid.

BAB IV
KURIKULUM

Pasa-l 2l
(1) Kurikulum jenjang Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4) dan Sarjana (Sl)

harrs disusun dan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi
yang mencdcupi pengembangan kecerdasan intelekhral, d<hlak mulia, dan
keterarnpllan.

(2) Stnrktur mata Iarliah dalarn kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib
Easional, mata kuliah wajlb universitas, mata kultah wajlb faln rltas atau
progran studi, Berta mata lflrliah pilihan.

(3) Penyusunan kurikdum di tingkungan UNJA wajib memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:
a. memuat mata kuliah wajib nasional, terdiil dari:

1. Agama: 4 (empat) sks;
2. Pancasila: 2 (dua) sks;
3. Kewarganegaraan: 2 (dua) sks; dan
4. Bahasa Indonesia: 2 (dua) sks.

b. Memuat mata kuliah wajib universitas, terdiri dari:
1. Kewirausahaan: 3 (tiga) sks;
2. Bahasa Inggris: 2 (dua) sks.

c. Memuat matal<uliah kewirausahaan atau sebutan lainnya sesuai dengan
visi fakultas sebagai mata kuliah wajib: 3 (tiga) sks

d. Memuat matakuliah kewirausahaan atau sebutan lainnya sesuai dengan
visi Program Studi sebagai mata kuliah wajib: 3 (tiga) sks

(4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf
d dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangen ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang ditetapkan dengan
Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan darl serrat UNJA.

(5) Ketentuan lebth lanjut tcntang ltrulrtur mata kultal wajlb program studl
dan mata kuliah pilthan dlatur lebih lanJut ddarn Perah.ua! Akademlk
Fakultas.
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Pasal 22
(l) Program studi wajib mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan
capaian pembelaj aran lulusan.

(2) Standar kompetensi lulusa,n yang dinyatalan dalam rumusan capaian
pembela-iaran (leoning out ome) lulusan digunakan sebagai acuan utama
pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran,
standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,
stanilar safana dar prdsafa-na peftbelajarafl, standar perlgelcjlaatl
pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelqiaran,

(3) Sikap sebagaimana dimalcsud pada ayat (l) mcnrpakan perilaku benar dan
berbudaya sebagai hasil dari intemalisasi dan aktualisasi nilai dan norma
yang tercermin dalam kehidupan spiritud dan sosial melalui proses
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiewa, pcnelitian dan/atau
pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembel{aran,

(4) Pengetahuan sebagaimana dimaleud pada ayat (1) merupakan penguasaan
konsep, teori, metode, dan/atau fdsafah bidang ilmu tertentu oecara
slstetuatls yang dlperoleh mclalul penalsran dalam proscs pcmbelaJaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.

(5) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan
melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, ba-han,
dan/ atau instrumen yang diperoleh meldui pembelajaral, pengdaman
ke{a mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang
terkait dengan pembelajaran yang mencakup:
a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki

oleh setiap lulusan dalam rangka menjarhin kesetaraah kemampuatr
lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;

b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program
studi.

(6) Standar kompetensi program Diploma, Sarjana, Megister dan Doktor diatur
lebih lanjut pada peraturan akademik masing-masing program studi.

Pasal 23
(l) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan

karakteristik mata kuliah.
(2) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enarn) digit yang terdiri dari 3 (tiga) kode

huruf dan 3 (tiga) kode angka.
(3) Kode hunrf mencirikan tingkat pelaksanaan mata lnrliah berada:

a, mata kuliah wajib Nasional diberi kode UNS;
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b. mata kuliah wajib Universitas diberi kode UNJ;
c. mata kuliah wajib Fakultas diberi kode berupa akronim nama fakultas;
d. mata kuliah wqiib Program Studi diberi kode akronim nama program

studi;
e. mata kuliah pilihan diberi kode dengan huruf awal E dan diikuti dengan

2 kode huruf penanda program studi.
(4) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian ssSagai berikut:

a. angka urutan pertama dengal nilai I menandakan mata kuliah tersebut
menjadi rrata kuliah bEbas;

b. angka urutan pertarna dengan nilai 2 menandakan mata kuliatr tersebut
menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;

c. argka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah tersebut
dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi
persyaratan dan menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;

d. angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakaa mata kuliah tersebut
dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi
persyaratan;

e. angka urutafl pertatfia dengan nilai 5 rnenandaka.o mata kuliah prografl
magister tahun pertema;

f. angka urutan pettama dengan nilai 5 menandakan mata kuliah prograrn
magister tahun kedua;

g. angka urutan pertama dengen nilai 7 menandd<an mata kuliah program
doktor;

h. angka urutan kedua menunjukan sem€ster penyelenggaraan mata kuliah;
i. angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah pada program

studi masing-masing setiap semester,

Pasal 24
Kurikulum Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang

diberlakukan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan atau
Direkhrr Pascasarjana.

BAB V
BEBAN BELA.'AR

Pasal 25
(l) Distribusi beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana pada

semester 1 (satu) dan 2 (dua) maksimum 2l ske.
(2) Beban belajar mshs,siswa program dlploma dan program sarjana yang

berprestasi akademik tinggi dengan IPK di atas atau sama dengan 3.00,
setclah 2 (dua) scmestcr pada tahun akademik yang pertama dapat
mehgambil makslmum 24 {dua puluh empat} Sahren Kredit Scmestcr per

semester pada semester berikut.
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(3) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma
empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi alademik
dengan IPS di bawah 3.00 dapat mengambil maksimum 2l (dua puluh satu)
Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.

(4) UNJA wajib memberikan izin kepada mahasiswa yang secara sukarela ingin
belajar di luar perguman tingginya pada dua lembaga yang berbeda selama
2 (dual semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks, atau di prodi lain
dalam lingkungan UNJA dengan beban belajar maksimum 20 (dua puluh)
sks.

(5) Pelaksanaan pembelajaran di luar UNJA atau pada Prodi lain di lingkungan
UNJA diatur dengan aturan tersendiri.

BAB VI
RENCANA STUDI MAHASISII'A

Pasal 26
(1) Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS secara daring dalam SIAKAD UNJA

berdasarkan kurikulum masing-masing Program Studi sesuai dengan
jedwal di ddarh kdender akademik.

(2) Pada awal semester, mahasiswa menyusun rencana studi dengan
bimbingan Dosen PA.

(3) Jumlah sks yang dapat dikontrak mahasiswa pada setiap semester
ditentukan berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester terakhir
sebelumnya.

(4) Jumlah skc maksimum yang dapat diarnbil oleh mahasiswa pada Betiap
semester adalah sebagai berikut:

IPS pede sefiie5ter sks rtlatksiinum yang dapat
< 3,00
> 3,00 24

(5) Mata hrliah yang dikontrak oleh mahasiswa aebagairnana dima=keud pada
ayat (4) dapat bempa mata kuliah pada Program Studi atau mata kuliah di
luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17

(6) Rencana studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak akan
disetujui oleh Dosen PA apabila mahasiswa:
a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata

kuliah lain;
b. mengambil sks melebihi jumlah sks yang diperbolehkan;
c. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas

yang disediakan; dan/ atau
d. mengambil mata kuliah di luar Program Studi di luar persyaratan yarrg
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telah ditentukan.
(7) Apabila rencana studi ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki dan diajukan

kembali unhrk memperoleh persetujuan.
(8) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah

apabila KRS belum disetujui.
(9) Mahasiswa yang narnanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata

kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata
kuliah tersebut.

(10) Penggantian atau pembatalafl mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa
sesuai dengan kalender akademik

(l I ) Penggantian maupun pembatalan mata kuliah harus mendapatkan
persetujuan Dosen PA

Pasal 27
Terhadap mahasiswa yang telah melakukan cuti kuliah, maka ketentuan
jumlah mata kuliah yang dikontrak harus berdasarkan kemampuan yang
dicapainya pada semester terakhir sebelum cuti kuliah.

Pasal 28
(1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing

akademik (PA) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(2) Dosen PA yang diangkat adalah dosen dengal jabatan serendah-rendahnya

Asisten Ahli atau yang setara sesuai ketentuan berlaku.
(3) Dosen PA mempunyai tugas:

a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap
semester berdasarkan strulrhrr dan penyebarar mata kuliah pada
masing- masing Progra-rh Studi;

b. memberikan pertimbangan tentang bentuk-bentuk pembelajaran di luar
program studi dalam lingkungan Unja, Program Studi yang sama di luar
Unja dan Program Studi yang berbeda dr luar Unja serta lembaga di luar
Unja.

c. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
d. mengikrlti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
e. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
f. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada

Koordinator Prograrh Studi atau Ketua Jurusan.
g. khusus Dosen PA pada Program Profeei diatur lebih lanjut dengan

peraturan tersendiri.
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BAB VII
STANDAR PENDIDIKAN

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 29
(l) Standar nasional pendidikan terdiri atas:

a. Standar luaran pendidikan;
b. Standar proses pendidikan; dan
c. Stand.:rr masukan pendidikrifi.

(2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hunrf a
merupakan standar kompetensi h.rlusan.

(3) Standar proses pendidikan sebagaimana dlmaksud pada ayat {1) huruf b
terdiri atac:
a. Standar proses pembel4jaran;
b. Standar penilaian; dan
c. Standar pengelolaan.

(4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tetdifi atas:
a. Standar isi;
b. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
c. Standar sarana dan prasarana; dan
d. Standar pembiayaan.

(5) Standar nasiond pcndidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
acuan dalam men5rusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum,

Bagian Kedua
Standar Luaran Pendidikan

Paragraf I
Standar Kompetensi Luluean

Pasal 30
(l) Standar kompetensi lulusan merupal<an kriteria minimal mengenal

kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang
menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir
program pendidikan tinggi.

(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk mehyiapkan dahasiswa menJadi anEgota masyaiakat
yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter aesuai dengan nilai-
nilai Pancaaila, marnpu dan mcndiri untuk menerapkan,
mengcmbangkan, menemukan ilrnu pengetahuan dan teknologl yang
bermanfaat bagr maeyarakat, serta aeeara akdf mengembangkan
poteneinya,
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(3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dan ayat
(2) dinrmuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 31
Caiiaian pembelajaran lulusan untuk setiap program Studi mehcAkup
kompetensi yang meliputi:
a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan

spesifik dan aplikasinya untul I (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan
tertentu;

b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;

c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja
dan/atau melanjutlan studi pada jenjarg yang lebih tinggi ataupun untuk
mendapatkan sertirikat profesi; dan

d. kemampuan intelekttral untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai
pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 32
(1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
a. pemangku kepentingan; dan/atau
b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia keda.

(2) Capaian pembelajaran lulusan scbagaimana dimaksud pada ayat (l)
memperhadkan:

a. visi dan misi perguruaa tinggi;
b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
c. perkembangan ilmu pengetahuan dan telorologi;
d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
e. ranah keilmuan program Btudi;
f kompetenei utarna lulusari program studi; dan
g. kurikulum progrErm studi seJenis.

(3) Capaian pembelajaian lulusan rebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diinformasikan kepada mahasiswa pada program shrdi tersebut.
(4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

disusun ke dalarn mata kuliah pada setiap program studi.
(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian

pembelajaran mata kuliah yang berkontribuei pada capaian pembelajaran
lulusan.

Pasal 33
Kompetensi utama lulusan program studi sebagdmane dima'ksud ddam Pasd
32 ayat (2) huruf f hanrs memenuhi:
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a. program diploma tiga, minimal:
l. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan

tertentu secara umlrm;
2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dalr
3, mampu memith metode yang eesuai dari beragam pilihan yang sudah

maupun belum be.ku berdasarkan analisis data;
b, progranr satjana terapan, minirnal:

l, mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan
keteralhpllan tertentu secara umum dan khusus untuk me[yelesaikan
masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; da.n

2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
c. program sarjana, minimal:

l. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampiian
tertentu secara umum dan khusus untul( menyelesaikan masalah secara
prosedural sesual dengan lingkup pekedaannya; dan

2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubalan yang dihadapi;
d. prograrn profesi, minimal:

L rfienguaeai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterarnpilan tertentu
dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang
profesi tertennr; dan

2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi,

mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
e. program pngister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau
penciptaan karya inovatif;

f program magister terapan, minimal marnpu mengembangkaa keahlian
dengan landasair pemdheihah ilrnu pengetahuail dairl teknologi rhelalui riset
atau peaciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan
tertentu;

g. program spe8ialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuart
tcrtentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada
bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui pralrtik profesional

serta didukung dengan riset keilmuan;
ll. program doktor, minirnal:

1. menguasai lilosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan
tertentu; dati

2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;

i. program doktor terapan, minimal:
l. mampu mengembangkan dan meningkatksn keahlian spesifik yang

mendalam didasari penerapan pemaharnan filosoli keilmuan bidang ilmu
pengetahuan dan keterampilan tertenhr; dan

26



2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui riset atau penciptaan ka4ra inovatif yang dapat
diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan

j. program subspesialis, minimal:
l. menguasai filosofr keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan

tertentu; dan
2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan telceologi secara

lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praltik profesionalnya
melalui praktik ptbfesiirnal serta didukung dengan fiset keitriuar.

Pasal 34
(l) Komp€tensi utama lulusan program studi scbagaimara dimaksud dalam

Pasal 33 disusun oleh asosiasi program shrdi sejenis bersama pihak lain
yang terkait.

(2) Dalarn hal asosiasi prograh studi sejenis scbagaimana dimaksud pada ayat
(l) belum terbentuk, kompetenal utama lulusan program studl dlsusua oleh
pergurua-n tinggi.

(3) Kompetenai tambahan lulusan dapat disuaun oleh progratn studi sebagal
pencifi visi kelbhudn,

Bagian Ketiga
Paragraf 2

Standar Proser Pembelqi aran
Pasal 35

(l) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses
pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

(2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan proses pembelaJaraa;
b. peld<sanaan proses pembelajaran; dan
c. penilaian proses pembelaj aran.

Pasal 35
(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (l) huruf e menipAltdn liegiatah peruniusan:
B. capaian penbelajaran yang meajadl tujuan belajar;
b. cara mencapal tujuan belajar melalui strategl dan metode pembelajaran;

dan
c. cara mcnilai ketercapaian capaian pembel,ajaran,

(2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimakeud pada ayat (1)

dilakul{an oleh dosen dan/ atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit
pengelola program studi,
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Pasal 37
(l) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaa,n kegiatan pembelajaran secara
terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu
dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertenfu.

(2) Pelaksana€rn proses pembela.jaran sslagaiman4 dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan
sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 38
( I ) Pelalsanaan proses pembelajaran diselenggarakan denger:

a. meneiptakan auasana bclajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif,
lreatif, dan efelrtif;

b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar
belakang pendidikan, sosial, ekonoml, budaya, bahasa, jalur penerimaan
mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasigwa;

c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup slvitas
akaderirika; dan

d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi
pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

(2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas
akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c termasuk
pencegahan den penanganan tindek kekereean den diskriminasi terhadap
sivitas alademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(3) Flekeibilitas dalam proges pendidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

huruf d diberikan dalatn bentuk:
a, proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh

termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari

berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum
program studi; dan

c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendtdikan melalui
rekognisi pembelaJaran lampau sesuai dengan ketenhrEn pcraturan
perundang- undangan.

Pasal 39
(l) Pelaksanaan proses pembelaJaran dilahsanalan dengan sistem lcedit

semest€r,
(2) Prosee pembelaJaran scbagelmana dimaksud pada altat (1) dilaksanakan

dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun
akademik,
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(3) Selain 2 (due) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan
tinggi dapat menyelenggarakan I (sahr) semcster antara sesuai dengan
kebutuhan.

(4) Beban beQjar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dinyatakan dalam satuan kredit semester,

(5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
tal€ran waktu kegiatan belajar yang dlbebankan pada mahasiswa per
minggu per scmester dalam proses p€mbelajaran melalui berbagai bentuk
pembelajarah dan besarnya pengalcuan atas keberhasilan usaha mahasiswa
ddam mengikr"rti kegiatan kurikuler di suahr program studi.

(6) Bcban bclajar I (satu) setuafl lacdit gcmester setara dengan 45 (empat
puluh lima) jam per semester.

Pasal 40
(l) Pemenuhan beban beQiar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4)

dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum,
praktik, studio, penelitian, pcrancangan, pengembangan, tugas akhir,
pelatihan bela negafa, peitukalan pelajar, magang, wirausaha, pengabdian
kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain.

(2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui kegiatan:
a. belajar terbimbing;
b. penugaean terstruktur; dan/eteu
c. mandiri,

(3) Perhitungan beban belajar dalam sietem blok, modul, atau bentuk lain
ditetapkan sesuai dengan kebuhrhan dalam memenuhi capaiarr
pembelajaran.

(4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam
bentuk pcmbelaJaran:
a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada

perguruan tlnggi lain; dan
c. pada lembaga di luar perguruan tingg.

(5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat
diteritiikah oleh Ketientei{€in dah/ataij periiiarrriri pergrrirrah tihggi.

(6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengaa bimbingan Dosen dan/atau
pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga
di luar perguruan tingg yang menjadi mitra pelaksanaErn proses
pembelajaran,
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Pasal 41
(1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikutum pada program diploma tiga,

minimal 108 (serahrs delapan) satuan kredit semester yang dirancang
dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.

(2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. pada semester satu dan semester dua paling banyak adalah 21 (dua puluh

satu) satuan kredit semester; dan
b. pada scmester tiga dan scterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat)

satuafr kredit semestei.
(3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan)
satuan kredit semester.

(4) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan
magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia ke{a yang relevan.

(5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan dengan
durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh)
satuan kredit semester.

(6) Mallasiswa pada f,rogreft diplotra tiga dap:it diberikan rugas akliir dallrti
bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik
secara individu maupun berkelompok.

Pasal 42
(l) Unit pengelola progrem studi dapat menyelengg,erakan pendidikan khusus

melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki
kemampuan luar biasa untuk dapat mengilorti pembelajaran mata kuliah
sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada prograrn:
a. maElEter/ha8ister terapan dalam bidahg yang sama setelah selnrrang-

kurangnya 6 {enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana
terapan;

b. pendidikan profesi guru setelah sekurang- kurangrrya 6 (enam) semester
mengikuti program sa:jana/sarjana terapan; dan / atau

c. Doktor/dolrtor terapan dalam bidang yeu.tg sama setelah sekurang-
kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister
terapan.

(2) Program studi asail dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimdrsud pada ayat
(1) disclellggarakiur pada perguruEn tihggi yang saha.

(3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat

t2t:
a. memiliki status teralseditasi unggul; atau
b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
c. ditetapkan oleh Menteri berdaearkan kebutuhan mendesak.

(4) Pergunran tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan
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pembelaj aran kepada Menteri.
(5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa

mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan mengenai
penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Pasal 43
(l) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan

kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua)

semester,
(2) Pada program spesialls atau program subspesialis, beban belajar dan Masa

Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkaa oleh perguruan tinggi bersama
organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembage pemerintah
nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
(l) UNJA menetapkan masa studi mahasiswa penuh wakhr dan paruh wakhr

dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar,
efektivitas pembelqjaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas
dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan
efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.

(2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali
Masa Tempuh Kurikulum.

(3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama

dengan perguruan tinggi luar negeri, dapat menJrusun beban belajar dan
Masa TEmpuh Kurikulum yang berbeda setelah mendapat persetduan dari
Menteri.

Pasal 45
(1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimena dimaksud dalam Pasel 38 ayat

(l) huruf c inerupakan kegiatan asesinen terhadap peiencanaan clan
pelakeanaan proees pembelajaran yang betujuan untuk memperbaikl
pfoses pembelajaran.

(2) Penilaian proses pembelajaran sebegaimena dimaksud pada ayat ( 1)

dilakukan oleh dosen dan /atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit
pengelola program studi.

Pasal 46
UNJA memperbaiki dan meningkatkan keseluruhan proses pembelajaran
secara berkclanjutan bcrdasarkan hasil erraluaai minimal tcrhadap 2 (dua) dari
aspeki
a. aktivitas pembel,ajatan pa& setiap angketan;
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b. jumlah mahasiswa aktif pada seUap angkatan;
c. masa tempuh kurikulum;
d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
e, tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Paragraf 3
Stardu Penilaian

Pasal 47
(l) Standar penilaian merupal<an kriteria minimal mengenai penllalaa hasil

belajar mahaeiawa untuk mencapai standar kompctcnai luluean.
(2) Pentlatan hasil belqjar mahaeiEwa Bebagalmana dimaksud pada ayat (l)

dild<ukan secara vdid, reliabel, transparan, dctrntabel, bcrkeadilan,
objektif, dan edukatif.

Pasal 4E

( I ) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk pcnilaian formatif dan
penilaian sumatif.

(2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertujuan untuk:
a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian

pembelajarannya; dan
c. memperbdld proaea pembelajaran.

(3) Penilaian cumailf oebagaimeria dimdrcud pada ryat (1) bertujuan untuk
menilai pencapelan hasil belajar mahasiewa sebagai daear penentuan
kelulusan mats kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengaor pada
pemenuhan capaian pembela.iaran lulusan,

(4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam
benhrk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji
kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

(5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksana}an dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh LP3M.

(6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan
kepada mahasiswa.
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Paeal 49
(l) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan

dalarn:
a. indeka prestaai; atau
b, keterangan lulus atau ddalc lulus.

(2) Bentuk penilaian indeks preatasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf
a dinyatd<an dalarn kisaran:



Rentang Kategori Bobot
80,oo - 100,oo A 4,OO

76,67 - 79,99 A- 3,75
73,34 - 76,66 B+ 3,50

70,00 - 73,33 E 3,00
66,57 - 69,99 B- 2,75
63,34 - 55,55 e+ 2,50

60,00 - 63,33 c 2,00
56,67 - 59,99 e- 1,75

53,34 - 56,66 D+ r,50
50,00 - 53,33 D r,00

< 50,00 E 0,00

(3) Keterangan lulus atau tidd< lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
b. menggunalan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
a, setiap semester dinyatakan dengan Indeks Preetasi Semester; dan
b. akhir program srudi dinyata"kan dengan Indeks Prestasi Kumul,atif,

(5) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihih.rng dari
fata-tata nilai nrata kuliali yang hiengguilel€n penilaian ltrdeks prestasi

sebagalmana dimaksud pada ayat (l) huruf a.

(6) Hasil penilaian sumati:f dilaporkan pcrgunran tinggi ke PD-Dikti.

Pasal 50
(1) Penilaian tugae aktrir dilakukan oleh pengujiyang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Penguji tugas alhir sebagalnrana dirnakeud pada ayat (l) pada program

diploma tiga (D3) addah 3 (tiga) orang terdiri dari pembimbing dan penguji.
(3) Penguji tugae akhir sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) pada program

oarjana/oarjana terapan adalah 3 orang terdiri dari pembimbing dan
penguji.

(4) Penguji tugae akhir sebagairnana dimaksud pada ayat (l) pada program
magistcr/magister terapan adalah 5 (llma) orang terdiri dari ketua tim
penguji, aekertaris tim penguji, penguji utama, dan penguji anggota.

(5) Penguji tugas akhlr sebngaimana dimaksud pada ayat (l) pada program
doktor/dolrtor terapan adalah 6 (enam) orang terdiri dari ketua tim penguji,
sekertaris tim penguji, penguji utama, serta promotor dan kopromotor yang
merangkap menjadi penguji anggota,

(6) Rnguji tugas e&hir sebagaimaha diinaksud pada ayat (1) pada tahap ujian
terbula program doktor/doktor terapa-n adalah 7 {tujuh) orang terdiri dari
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ketua tim penguji, sekertaris tim penguji, penguji eksternal, penguji utama,
serta promotor dan kopromotor yang merangkap menjadi penguji anggota,

(7) Tim penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang kctua yang memiliki keilmuan serumpun dengan tugas akhir
mahasiswa yang diuji

(8) Tim penguji disertasi pada ujian terbuka (promosi) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada program dolitor/doktor terapan monodisiplin dipimpin
oleh Relctor atau Dekan

(9) Tim penguji disefiasi pada ujian terbuka (promosi) sebagairnana dimaksud
pada ayat (l) pada prograra doktor/doktor terapan multidisiplin dipimpin
oleh Rektor atau Direktur Pasca Sarjana

(10)Penguji eksteroal Bebageirnana dimakeud pada ayat (6) hanre:
a. lndependen dari pelakaanaan penelltian hrgaa aklrir yarg Eedang dinilai;

dan
b. bebas dari potensi konllik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun

tim promotor.
(11) Komposisi tim penguji diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik

Fakultas atau Prograrh Pascasarjaaa

Pasal 51
(1) Mahasiswa program diploma dan program aarjana/sarjana terapan

dinyatakan lulua jika telah menempuh seluruh beban belajar yang
ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yaflg ditargetkan
oleh program studi dengan lndeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama
dengan 2,00 (dua koma nol nol),

(2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis,
program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan
dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang
ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan
oleh program studi dengan [rdeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama
dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

(3) UNJA dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) sesuai dengan laiteria yang telah
ditetapkan.

Paragraf 4
Standar Pengelolaan

Pasal 52
(l) Stardar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan,

pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan
untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

(2) Perencanaan, pclaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan
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pendidikan seb4geimana dimaksud pada ayat (t) difakukan dengan
menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk melaksanakan misi UNJA.

Pasal 53
(l) Perencanaan kegiatah penalialikan sshgaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayet (U dilakukan oleh UNJA dengan menJruoun perencanaan
pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis
UNJA.

(2) Perencanaan kcgiatan pendidikan untuk peningkatan prose! dan hasil
belajar lecara berkelanjutan dituangkan dalarn rencana jargka menengah
dan jangka pendek,

Paed 54
(l) Pela*ranaan keglatan pendidikan rebagdmana dimdcud ddarn Pard 52

ayat (1) dilakukan:
a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
b. dalam kcrangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilnuan yang bertanggung jawab.
(2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagalmana dimaksud pada ayat (l)

minimd meliputi;
a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahaslffrra;
b. pengelolaan aumber daya; dan
c. pengelolaan data dan informaei dengan memadaatkan teknologi

informaai dan komunikaai.

Paeal 55
(l) Pengawasan dan pengenddian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (1) dilalrukan dalam bidang akademik dan nonakademik
berdasarkan misi perguruan tinggi.

(2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan eebagaimana dimaksud
pada ayat (l) minimal meliputi:
a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta

efektivitas kebijakan akademik;
b. pemantauan potensi ri6iko;
c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas d<ademik dan etika

alcademik;
d. penerirnaan, pendolnrmentasian, pcmrosesan dan penyelesaian keluhan,

laporan atau pengaduan terhadap mdugaan pelanggaran etika akademik,
pelanggaran peratlrran perguruan tinggi, daa pelanggaraa peraturan
pcrundang-undangan; dan

e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan
dan/ atau sumber daya dari mitra.
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Pasal 56
Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat l2l huruf a minimal meliputi:
a. penerimaan mahasiswa barr;
b. penyiapan mahasiswa; dan
c. layanan mahasiswa.

Pasa] 57
(l) Penerimaan mahasiswa banr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat

huruf a dilalrukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam
bidang akademik dan/atau nonakademik.

(2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
a. alirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang

kurang mampu secara ekonomi;
b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku,

agama, ras, dan antargolongan.
(3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. diumumkan secara terbuka di laman recmi perguruan tingg dan dapat
diakeea oleh maeyaral<Bt; dsn

b. dild<ukan melalui mekanisme selek.i yang transparan dan akuntabel,
(4) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melalrukan

rekognisi pcmbelajaran larnpau sesuai dengan ketentuan peraturen
pcrundang-undangan.

Pasal 58
(l) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimd<sud dalam Pasal 56 huruf b

dilakukan bagi mahasiswa baru yeng akan mulai mengikuti pendidikan.
(2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat minimal meliputi:

a. penjelasan umum pergurum tingg;
b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
c. cala meu ljudkan karnpus yang bebas dari kekerasan seksual,

perundungal, dan intoleransi; dan
d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tings yang aman, sehat,

dan ramah lingkungan.
(3) Se1uruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanre bebas dari kckeraoan eek.ual, perundungan, den intoleransi,

Pard 59
(l) tayanan mduliswe rcbagaimena dimd<sud dalam Paeal 56 huruf c

mlnlmsl me[putl layanan:
a, administrasi akademik;
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b. bimbingan konseling;
c. kesehatan; dan
d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

(2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
oleh unit khueue atau terintcgra€i ddarn pengelolaan perguruan tinegi,

Pacal 60
(1) Pengelolaan data dan lnformagi dengan memafifaatkan teknologl lnformasl

dan komunikeoi rcbagairnana dimalcud ddam Pacel 54 ayat (2! huruf e
bertujuaa untuk:
a. memastikan keamananr, kebcnaran, alnrrasi, kelengkapan dan

kemutakhiran data akademik;
b. mendulrung perenca.naan, pelakeanaan, pengawalan, dan pengambllan

kepuhrsan dalam pengelolaan perguruan tinegi;
c. melaporkan data profil dan kinerja pergunran tingd pada PD Dikti sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undaagan; dan
d. menyediakan data dan informasi pergurunn tingg yang dapat diakses

publik.
(2) Data dan informagi perguruan tinggi yang dapat did<ees publik eebagaimana

dimakeud pada ayat (U hunrf d disajikan minimal rnelalui laman resmi
perguruan tinggi.

Paragraf 5
Standar Iei

Pasal 6l
Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakr.rp ruang lingkup materi
pembelaJaran untuk mencapal standar kompetensl lulusan.

Pasal 62
(l) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 bagi setiap

program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis,
program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan
perkembangan;
a. ilmu pengetahuan dan teknologl yang menJadi dacar keilmuan prograrn

studi;
b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutalhir yang relwan dengan program

studi;
c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.

(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana
dlmakeud pada ayat (l) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap
program studi,
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Pasal 63
(l) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk

menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dal/atau
menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamalran untuk
menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkaa keterampilan dan
pcnalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
melakukan pekeq'aan dengan keahlian terapan tertentu.

(3) Materi pernbelajaran pada peodldikan profesi diutarnakan untuk
menyiapkan lulusan agar mampu meldrukan pekerjaan yang memerlukan
persyareten keahlian Lhusus.

Pasd 64
( I ) Materi pembelajaran seb'getuoanE dimaksud dalarn Pasal 63 disusun dslsrn

kurilnrlum prograrr studi dan dapat dinyatakan secara terpiaah mauPun
terlntegrari dalarn bentuk:
s. mata kuliah;
b. modul;
e. blok tematik; dan/atau
d. bentuk laln.

(2) Materi pembelajaran ddart kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diiri dengan prograrn kompetensi mikro.
(3) Progrem kompetenei mikro sebagairnana dirnakrud pada ayat (2f bentpe:

a. kredeneial milso;
b, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bcrsifat terbuka

lnnssitte open online cuurses); dan /atau
c. bcntuk lain.

Pasal 65
(l) Kurikulum program studi minimal mencakup:

a. capaian pembelaj aran ltrlusan;
b. masa tempuh kurikulum;
c. metode pembelajaran;
d- modalitas pembel,aj aran;
e. syarat kompetensi dan/ atau kudifikasi calon mahasiswa;
f penilaian hasil belajar;
g. materi pembel,ajaran yang hanrs ditempuh; dan
h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

(2) Ddam hal program studi mengakomodasi mahasiswe melalui rekog:risi
pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada
berbagai tahapan kurikulum.
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Pasal 66
(l) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang

diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
dalam sistem ganda atau sebutan lain.

(2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimara dimal(sud pada
ayat (l| merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di
pcrguruan tlnggi dengan magang di dunla ulaha, dunia industrl, dunia
kerja, dan/eteu industri yang dikelola oleh perguruan tinggi lbaching
ittdustryl.

Paragraf 6
Standar Doeen dan Tenaga Kependidikan

Paral 67
(l) Standar dosen dan tenaga kependidikan mcrupakan kriteria minimal

mengenai:
a. kompetensi dan kualifrkasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi

sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta
motivator mahasiswa; dan

b, kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan
fungsi dalam melal<sanakan adminietrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengeqrasen, dan pclayanan teloris unhrk menunjang proses pendidikan,
unhrk mencapai standar kompeteasi lulusan,

(2) Kompetensi dosen sebagaimana dirnd<cud pada ayat (U huruf a meliputi
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profcsional,

(3) Kudifikasi dosen untuk setiap prograrn pendidikan tinggi ditentukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangal,

(4) Pemenuhan kudifikasi doscn yang berasd dari praktioi dapat dilakukan
melalui rekognisi pembelaj aran lampau.

(5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha,
dunia industri, dan dunia kerja,

Pasal 68
Kompetensi dan kualffikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tingg sesuai dengan
kebutuhan.

Paragraf 7
Standar Sarana dan Praearana

Pasal 69
(l) Standar sarana dan prasarana merupakan leiteria minimal mengenal

Barana dan prasarana sesual dengan kebutuhan pembelajaran untuk
mencapai standar kompetensi lulusan,
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(2) UNJA menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana
yang:
a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
b. mengakomodasi pelaksanaan hlgas dosen, tutor, instmlrtur, asisten, dan

pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
c, ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang

berkebutuhan khusus; dan
d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen

pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyclenggaraan dan rencana
pengembangan pendidikan.

(3) Penyediaan alses terhadap aarena dan prasarane sebagaimana dimal<sud
pada ayat (2) meliputi:
a. teknologi informasi dan komunikasi yang andsl untuk menduhrng

penyelenggaraan pendidikan; dan
b. sumber pembel,ajaran.

(4) Sarana dan prasarana yang mengd(omodasi kebutuhan pendidikarr
mahaeiswa sebagaJmana dimakeud pada ayat (2| huruf a dapat diakses oleh
mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus,

(5) UNJA dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam
pcnyediaan fasilitas pembclajaran dan pel,atihan.

(6) UNJA menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap saraaa dan
prasarana sebagaimana dimd<sud pada ayat (2).

(7) Penjaminan dan penyediaan al<ses terhadap serana da:r prasarana
aebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilalctt}<an dengan memenuhi
ketentuan:
a. keamanan, kcselamatan, dan keeehatan;
b, kelengkapan pencegahan dan pcmadam kebakaran eerta penanggulangan

kondisi darurat akibat bencana alam leinnya; dan
c. pengelolaan sampah serta limbah batran berbahaya dan beracun.

Pasd 70
(l) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana

dimal<sud ddam Pasal 69 ayat (3) huruf a, UNJA menerapkan tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, trarsparan, andal, dan
akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketenhtetr
peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
(l) Sumber pembelajaran sebagaimana dimakgud dalarn Pasal 59 ayat (3) huzuf

b meliputi:
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a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguman tinggi; dan
b. sr.mber pembel4jaran lain.

(2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal
meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa,
doeen, tutor, instrulrtur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang
keahlian, setta dapat digunakan secara bersattra oleh beberapa perguruan
tinggi.

(3) Sumber pembelajaran terbuka Bebagsimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan Bumber pembelajaran yang dlseba.rkan sebagai domain publik
dan/atau menggunaLan lisensi yang mengizinkan penggunaan,
pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya,

(4) UNJA menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan
pemanfaatan Bumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan

kurikulum.

Paragraf 8
Standar Pembiayaan

Pasal 72
(l) Standar pembiayaan merupden kriteria minirnd komponen pembiayaan

pendldikan untuk mencapd standar kompetenal lulusan.
(2) Pembiayaan pendidikan sebagaimaia dirnakcud pada ayat (1) meliputi biaya

investasi dan biaya operaeionel,
(3) UNJA memiliki eumber pendanaan yang mearadai untuk mcmbiayai

penyelenggaraan pendidikan secual SN Dildi.
(4) UNJA menJrusun rencana strategis keuangan untuk memastikan

ketereedi,aan pendanaan recara berkelanJuta:r.
(5) UNJA menerapkan aiatem pengclolaan keua"ngan bcrdasarkan prineip tata

kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturarl
perundang-undangan.

(6) UNJA menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa
yang memiliki kctcrbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuen yeng

dilaksanakan sesu&i dengan ketentuan perahrran perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Penelitian

Paragraf I
Umum

Pasal 73
(1) Standar penelitian terdiri atas:

a. standar luaran penelitian;
b. standar proees penelitian; dan
c, standar masukan penelitian.
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(2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan
dalam strateg, "r"h kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian
berdasarkan misi perguruan tinggi

BAB VIII
TUGAS AKHIR DAN PEMBIMBINGAN

Pasal 74
(1) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam

bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang setara, baik
Beeara individu maupun berkelompok,

(2) Mahaeiawa pada program sarjene dan sarjana tcrepan dapat dibcrikan
tugas akhir yang berbenfirk skripsi, proto6pe, pro,yek, atau bentuk tugas
akhir lalnnya yang letara balk secara tndlvldu maupun berkelompok.

(3) Mahasiswa pada prograrn rnagister/magister terapan wajib diberikan flrgas
al<irir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya
yang setsra.

(4) Mahasiswa pada program dolrtor/doktor terapan wajib dibcrikaa tugas akhir
dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk ilgas a'khir lainnya
yang Betara,

(5) Pembimbing tugas akhir henrs bebas dari potensi kort'lik kepcntingan baik
antara mahaaiswa, pembimbing maupun promotor,

Pasd 75

Dosen Pembimbing tugas akhir dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai:

a. pembimbing untuk tugas akhir program diploma 3
b. pembimbing I dan pembimblng II untuk tugas al<hir program sarJana dan

sarjana terepen;
c. pcmbimbing utama dan pembknblng pcndarnpinE untuk prograrn magister,

magister terapan dan profesi;
d. promotor dan co-promotor untuk tugas aktrir prograJn dol*or dan doktor

terapan,

Pasai 76
Pembimbing Tugas Akhir pada program diploma 3 ditetapkan oleh Rektor atas
usul Dekan yang memenuhi syarat:
a. sesuai dengaa rumpun bidang ilmunya;
b. berpendidikan minimal 52 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Atrli
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Paeal 77
(1) Pcmbimbing I Tngas Aktrir program sarjana dan aarjana tcrapan ditetepken

oleh Rektor atae usul Dekan yang memenuhi syerat:
a, aeeuai dengan rumpun bidang ilmunya;
b. betpendidikan minimal 52 atau Speeialie- 1 dengan jabatan eerendah-

rendahnya kktor.
(2) Pembimbing II TUgas Akhlr prograrn sarJana dan aarJana terapan ditetapkan

oleh Reldor atas uaul Dckan yang memenuhi syarat:
a. sesual dengan rumpun btdang ilmunya;
b. berpendidikan minimal 52 atau Spesialis- 1 dengan jabatan serendah-

rendalnya Asisten Ahli.
(3) Tlrgas akhir program sarjana dapat dibimbing oleh pembimbing I\rnggal

dengan pendidikan minimal 53 atau Spesialis-2 dan jabatan serendah-
rendahnya Lektor.

(4) Pembimbing tugas akhir program sa{ana selanjutnya diatur melalui
pedoman akademik.

Pasd 78
(1) Pembimbing Utama Tfrgas Akhir program magieter, magister terapan dan

profesi ditetapkan oleh Rektor atas usul Kehre Program Studi melalui
Direktur Program Pascasadana atau Dekan dengan syarat:
a. eesuai dengan rumpun bidang ilmunya;
b, berpendidikan 53 atau Spesidie-2 dengan jabatan serendah-rendahnya

Lektor;
(2) Pembimbing Pendamping Tugas Akhir program megrster, magtster terapan

dan profesi eebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Rektor
atas usul Ketua Program Studi melalui Direktur Program Pascasadana atau
Dekan dengan syarat:
a. sesuai dengan rumpun bidaag ilmunya;
b. berpendidikan 53 atau Spesialis-2 dengan jabatan serendah-rendahnya

Asisten Ahli.
(3) Sclain dosen sebagaimana ditenhrkan dalam ayat (2), Direkhrr Program

PascasarJana atau Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk
dltetapkan oleh Rc!<tor sebagai dosen pembimbing pembantu Trrgas Akhir
program magister, magilter terapan dan profesi dengan syaratl
a. scsuai deugan rumpun bidang ilmunya;
b. berpendidikan S3 atau Spesialis-2 dengan jabatan serendah-rendahnya

Asisten Ahli.
(4) nrgas dosen pembimbing dan masa bimbingan tugas akhir program

magister, magister terapan dan profesl diatrr dalam Peraturan Akademik
Program PascasarJana atau Fakultas.
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Pasal 79
(1) Promotor T\rgas Akhir Doktor, dan Doktor Terapan ditetapkan oleh Rektor

atas usul Kehra Program Studi melalui Dekan atau Direktur Program
Pascasarj ana yang memenuhi syaret:
o. eesuai dengan bidang ilmuaya;
b. berpendidikan SS ateu Spcsialis 2 dengan jabatan fungaional profesor

mendlild karya tlmiah aebagal peEulis utama atau aekurang-kurangnya
penulis koreepondenai pada jurnal internasiond bereputaei atau Lektor
Kepala dengan eyarat memll{d karya llmlah eebagai penufie pertama pada
jurnal ilmialr intemaeiond bereputasi.

c. memiliki karya bentuk lain yang diakui oleh kelompok paJ<ar yang
ditetepkan senat UNJA.

(2) Co-Promotor T\rgas AJchir Doktor dan Doktor Terapan eebanyak-banyalorya
dua orang yaag ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi
melalui Direkhrr Program Pascasarjana atau Dekan:
a. sesuai dengan bidang ilmunya;
b. berpendidikan 53 atau Spesialis 2 dengan jabatar fungsional serendah-

rendahnya Lektor
(3) Selain doeen eebagaimana dimakeud dalam ayat (2), Direktur Program

Paseasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai Promotor ateu
co-homotor dengan ayarat:
a. aesuai dengan bidang ilmunya;
b. berpendidikan SS atau Spesidie 2 dengan jabatan fungeiond eerendel-

rendahnya L€liitor
(4) Tugas promotor dan co-promotor termasuk masa bimbingan Tugas Akhir

Doktor dan Doktor Terapan diatur ddam Peraturan Akademik Fakultas atau
Program Pascasarjana.

Pasd 80
(1) Bobot sks tugaa akhir/ skripsi progtam sarjana adalah 10 sks terdiri dari:

a, seminar proposal skripsi 2 sks;
b. seminar hasil penclitian 2 sks;
c, skrip8i 6 6kc

(2) Bobot sks tugas akhlr program magister adalah 14 sks terdiri dari:
a. seminar proposal tesie 2 aks;
b. seminar hasil penelitian 2 sks;
c. tesis 10 sks

(3) Bobot sks tugas akhir program doktor adalah 28 sks terdiri darl:
a. seminar proposal disertasi 2 sks;
b. scminar hasil penelitlan disertasi 2 sks;
c. ujian terhrtup 6 sks;
d. publikasi pada jurnal nasional teralceditasi minimal SINTA 2 atau jurnal
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intemasional bereputasi 6 sks
e. ujian terbuka disertasi 12 sks, ujian terbuka hanya diperkcnankan jika

telah melakukan publikasi pada jurnal nasional mini$al SINTA 2 atau
jurnal internasional bereputasi.

f. ujian terbuka dapat digantikan oleh satu buah publikasi pada jurnal
intemaaional bereputasi terindeke ecopus Q1.

BAB D(
EVALUASI PENDIDIIGN

Bagan Xeoahr
Umum

Pasd 81
1. EValuasi Pendidtkan meliputi proaer akademlk (hasil belajar) dan non

gLkademik (perubahan perilaku)
2. EValuasi tentang proses alcademik diterjematrkan dengan hasil belajar

selama mahasiswa mengikr"rti perkuliahan.
3. Evaluasi non akademik dtlalrukan apabila ada gejala perubahaa perilaku

mahasiswa dari segi keschatan jiwa selama mahasiswa mengikt-tti
pcrktrliahan.

4. Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Sarjana dilakukan secara
berkala:
a. mahasigwa yang memperoleh IPK < 2,00 setelah 2 aemeater pertama dapat

melanJutkan atudlnye dengan Btatua peringeten Perterne;
b. setelah 3 semester pertarna mahasiswa yang mendapatkan peringatan

sebagaimana pada hunrf a dan masih memperoleh IPK < 2,00, maka
mahasiswa bersangkutan masih dapat melanjutkan studinya dengan
status peringatan kedua;

c. apabila mahasiswa pada status "peringatan kedua" sebagaimana tersebut
pada hurr:f b maslh memperoleh IPK < 2,00 untuk minimal 40 sks setelatr
4 aemester pertama dan/ atau 60 sks unfirk 8 semester, maka mahasiswa
yang bersanglortan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor;

d, setiap mahasiewa dengan sendirinya dinyatakan berhenti jika tidak dapat
menyelesaikan studinya dalam 14 semelter diluar cuti kultah, sejak
berakhirnya pcndaftaran ulang pada sehester ganjili

5. Evaluaei haeil belajar mahasiswa Program Diploma, dan Program
Pascaaarjana diatur tcreendiri datam Peraturan Akademik program studi
yang bersangkutal.

Pasal 82
(l) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma atau Program

Sarjana eetelah memenuhi Eyarat seb.g4i berikut;
a. telah lulus semua mata kuliah wqiib dan sejumlah mata krliah pilihan
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scsuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
b. telah memenuhi semua percyaratan edministrasi akademik;
c. telah menyerahkan naskah tuliean ilmiah untuk diterbitkan pada jumal

ilmiah seauai dengan bidang kajian skripsi;
d. memperoleh indeks preetaai kumulatif (IPK) eerendah-rcndahnya 2,00

dengan nilai D dan/atau D+ tidak lebih 2 (dua) mata kuliah;
e. telal lulus tes Ketnampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilal minimal 4O0

yang dilaksanakan oleh UNJA atau lcmbaga lain yang diakui dan
dtbuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni
md{rimum 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan.

f. khats,m AI-Qur'an bagi yang beragama Islam; atau surat ketcrangan
sejenis lainnya bag yang nonislam;

g. telah menyeleralkan laporan at&ir bagi Program Diploma dan tugaa akhir
unftrk Program Sarjana/Sarjana Terapan serta dinyatalaa lulus,

(2) Persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (l) huruf a, b, c, e, f dan g
dipenuhi pada saat pendaftaran ujian tugas akhir.

(3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (lf Pasal ini diatur dalam Peraturan
Akademik Fakultas.

Pasal 83
(1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Mrgister dan Magister

Terapan atau Profesi Kcdokteran / Profesi Keperawatan atau Program
Pendidikan dokter Spesialis atau Spesidia lainnya setelah memcnuhi syarat
sebagai berikut:
a, telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan

sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor.
b. telah memenuhi semua persyaratsr administrasi akademik.
c, telah memiliki tulisan ilmiah yang diterbitkan minimal pada jurnal ilmiah

nasional sesuai dengan bidang kajian tugas akhir;
d. memperoleh IPK eerendah-rendahnya 3,00 dengan ntlai C dan/atau C+

tidd< lebih dari 2 (dua) mata kuliah serta tanpa nilai D dan/atau D+.
e. telah lulus tes Kemarnpuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilal minimal 450

yang dileksendran oleh UNJA eteu lembage lcin yalg did<ui dert
dtbuktikan dengan aertiflkat hasil tes yang maalh berlaku yakai
maksimum 2 tahun sejak tanggal dikeluErkan.

f. telah menyelesalkan tugas akhir dan telah dinyatakan lulus,
(2) Perayraratan aebagainiana ditenfukram dalam ayet (1) hutuf a, b, e, e, dan f

dipenuhi pada saat pendaftaraa yudisium,
(3) Ketentuan yang belum diafur pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan

Akademik Program Pascasarjana.
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Pasal 84
(1) Seorang mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus setelah memenuhi

seluruh persyaratan sebagai berikut:
a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan

eeeuai dengan kurikr:lum yeng ditetapkan Relirtor;
b. telah memenuhi remua persyaratan administrasi alademiki
c. telah memiliki 2 {dua) tullsan llmiah yang diterbitkan pada jurnal flmlah

tera.beditaai nesional atau I (satu! tulisan ilmiah yang diterbitkan pada
jurnal Lrternasional sesual dengan prograh shrdinya;

d, memperoleh IPK eerendah-rendahnya 3,00 dengan nilai minimal B;
e. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 500

yang dilaksanakan oleh UNJA atau lembaga lain yang diakui dan
dibuktikan dengan sertilikat hasil tes yang masih berlaku yalcri maksimal
2 tahun eejak tanggd dikeluarkan;

f. telah menyelesaJkan disertasi dan telah dinyatakan lulus ujlan tugas
akhir.

(2) Perayaratan sebagaimana ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat
pendaftaran Srdisium,

(3) Ketenhran yang belum diatur pada ayat (l) Paeal ini diatur dalem Peraturan
Akademik Program Paaeaaarj ana,

Paaal 85
(1) Mahasiswa dapat mengikuti program fast traek dari jenjang sarjana ke

jenjang magtster dan dari jenjang magister ke jenjang dolrtor dalam
Perguman Tinggi yang sama.

(2) Program studi asal dan Program Studi tujuan terakreditasi Unggul dan/atau
Akreditasi Internasional.

(3) Program /ast trach jenjang earjana ke jenjang magister atau dari magister ke
jenjang doktor diselenggardon unttrk memfasilitasi pendidikan khusus bagi
mahasiswa berprestaei akademik tinggi yang mempunyai lndek Prestasi
Komulatif minimal 3,75.

(4) Pereyaratan bagr mahaeiswa peserta last trork program sebagai berikutl
a. telah menyelesaikan minimal 5 (enam) semester tanpa pemah euti

akedemik;
b . mempunyai nlai IntemastonaU Test of Ettglish as Foreign La n4uoge (Paper-

Based Test) minlmal 500 atau Testittg System (IELTS) Academic mlnimal
5,5 atau Tea Kemarnpuan Bahasa Inggris (1I{BI) nilai rninimal 500 yang
dlaelenggarakan oleh UNJA atau lembaga lah yang diakul dan dibukttkan
dengan sertifrkat hasil tcs yang masih bcrld<tr yalani makoirnum 2 tahun
sejak tanegal dikeluarkan;

c, mendapat per.etujuan dari Rektor berdacarkaJr uoul dari Dekan atau
Direktur Pascasarjana.
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Bagian Kedua
Indek Prestasi dan Indek Prestasi Komulatif

Pasal 86
Indeks Prestasi merupakan gambaran kecakapan pengalaman belajar
mahasiswa yarg dihitung dengan jumlah hasil perkalian nilai kredit (ki) dengan
nilai bobot (ni) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah (ki)
yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus:

,o - Lkfli,, _ 
Zk,

Pasal 89
(1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Diploma dan

Sarjana/ Sarjana Terapan adalah:
a. IPK 2,OO - 2,75 : Cukup Memuaskan
b. IPK 2,76 - 3,24 : Memuaskan;
c. IPK 3,25 - 3,74 : Sangat Memuaskan;
d. IPK 3,75 - 4,00 : Dengan Pajian (anmlaude)

(2) Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) ditentukan juga dengan
memperhatikan masa studi, yaitu:
a. Maksimum 3 (tiga) tahun untuk jenjang Diploma III (D3)

b. Maksimum 4 (empat) tahun untuk jenjang Diploma IV (D4) dan Sarjana
(s1)
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Pasal 87
(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa setiap semester diranglrum dalam kartu

hasil studi (KHS) yang menerErngkan nilai-nilai mata kuliah dan indeks
prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.

(2) Akumulasi nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa
dirangkum dalam daftar rekapitulasi niiai.

Pasal 88
Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empatf tingkat, yartu: cukup memuaskan,
memuaskan, sangat mcmuaskan, dan dengan pujian fcumJaude), yang
dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 90
(l) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Magister/Spesialis dan

Doktor adalah:
a. IPK 3,OO - 3,49: Memuaskan.
b. IPK 3,5O - 3,79: Sangat Memuaskan.



c. IPK 3,80 - 4,00: Dengan htjian (cunlaude).
(2) Predikat kelulusan dengan ptjian (cumlaudel ditenh.rkan juga dengan

memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 2 tahun untuk Program
Magister/Spesialis dan 3 (tiga) tahun untuk Program Doktor.

Pasal 91
( 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan

berkesinambungan sesuai dengan karakteristik pendidikan yang
bersangkutan.

(2) Setiap dosen PA wajib mengevaluasi hasil studi mahasiswa bimbingannya
dan melaporkan hasilrya kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana secara
berkala.

(3) Untuk mendorong peningkatan prestasi akademik yang lebih berkualitas,
maka dapat dikembangkan sistem pemberian penghargaan pada mahasiswa
dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi,

BAB X
YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 92
(1) Yudisium adalah pernyataan lulus mahasiswa yang dituangkan dalam

surat keputusan dekan/direktur paacasarjana.
(2) Surat keputusan Bebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lama studi,

nomor ijazah, dan IPK mahasiswa dan tanggal penetap€rn yudisium.
(3) Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila:

a- telah dinyatakan lulus program diploma/ sarjana/ sarjana
terapan/spesialis/magister/ magister terapan/doktor;

b. telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh fakultas atau pascasarjaaa
c. berstatus registrasi aktif dalam Sistem Informasi Akademik pada laman

(SIAKAD) https: / /siakad.unia.ac.id pada periode semester be{alan.
(4) Penyelenggaraan yudisium sebagaimana pada ayat (1) dilaksanalan setiap

bulan pada semester berlangsung.
(5) Memiliki artikel yang telah diterima laccepteQ pada jurnal nasiona.l

terakreditasi untuk jenjang Sl atau sarjana terapan, jurnal nasional
terakreditasi minimal Sinta 4 atau jumal internasional untuk jenjang 52
dan jurnal nasional minima.l Sinta 2 dan/ atau Jurnal internasiona-l
terindeks untuk 53.
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Pasal 93
(1) Pada akhir pcnyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi dan

diploma diadakan wisuda.
(2) Mahasiswa dapat diwisuda apabila:

a. telah terdaftar dalam Surat Kepufi.rsan (SK) Yudisium sebagaimana diatur



dalam pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) peraturan ini;
b. mengisi formulir pendaftaran wisuda secara daring di SLAKAD

httos: / / siakad.unia.ac.id;
c. telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Biro Akademik

dan Kemahas iswaan (BAK).
d. laporan tugas akhir: skripsi/tesis/disertasi dapat dibuat dalam bentuk

digital atau cetak;
(3) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan

minimal 4 (empat) kali dalam I (satu) tahun akademik.

Bagian Kesatu
ljoza}r

Pasal 95
(1) Ijazah disertai dengan transkrip Akademik dan Surat Keterangan

Pendamping Ijazah (SI(PI) wajib diberikan kepada mahasiswa yang
dinyatakan lulus dan telah mengikuti yrdisium.

(2) Nomor iiazah yang tertuang pada dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan nomor iiazah nasional mehgikud sistem Penomoran
Ijazah Nasional (PIN).

(3) Ijazah anumerta (posthumous) bagi mahasiswa Prograrn Diploma dan
serjana yang meninggal dunia sebelum sidang ujian skripsi dapat diberikan
apabila telah memenuhi semua persyaratan sesuai pasd 53 ayat I kecuali
ayat I (g).
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BAB XI
U AZA}.I SERTIFIKAT PROF'ESI, DAN

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 94
(1) Penerbitan Ijazah bertuJuan memberikan bulrti tertulia mengenai kelulusan

mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi,
(2) Penerbitan Scrti{lkat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis

mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan
keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi di luar program
shrdinya.

(3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai
pengakuan unhrk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusen
pendidikan profesi.

(4) Peraturan lebih lanjut tentang ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam
peraturan fakultas atau pascasarjana.



(4) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem penomoran
ijazah nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(5) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang
pemenuhan kompetensi lulusan, dan juga dapat memuat informasi
tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi
mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan
nonformal.

(6) Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa lndonesia dan
untuk keperluan tertentu dapat dite{emahkan dalam bahasa Inggris.

(7) Penandatanganan ljazah dilakukan oleh Rektor dan Dekan,
(8) Penandatanganan Trarskrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Dekan atau

Direktur Program Pascasarjana.
(9) Penandatanganan ijazah dan transkrip dapat dilakukan secara manual atau

elektronik (Tanda Tangan Elelrtronik)

Bagran Keempat
Surat Keterarrgan Penda:rrping lja"ah (SKP!

Pasd 97
(1) Surat Keterangan Pendamping Ijaaah diterbitkan UNJA
(2) Surat Keterangan Pendemping lJazah sebagairnatra dimaksud pada ayat (l)

merupakan pengaloan kompetensi, prestasi lulusan sesuai dengan
keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program
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Bagian Ketiga
Sertifikat Profesi

Pasal 96
(1) Sertifikat Profesi diterbitkan UNJA bersama:

a. kementerian;
b. kementerian lain;
c. LPNK;

d. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas muhr layanan profesi
terakreditasi; dan/atau

e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen

pengakuan untuk melakukan pralrtik profesi yang drperoleh lulusan
pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji
kompetensi.

(3) Kompetensi lulusan pemilik Sertilikat Profesi dimuat pada halaman
belakang Sertifikat Profesi.

(4) Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan
tert€ntu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris



studinya
(3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan

untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris
(4) Peraturan lebih lanjut tentang penerbitan SKPI diatur dalam Peraturan

Rektor

BAB xII
KER.IASAMA AKADEMIK

Pasal 98
(1) Dalam rangka penyelenggara&n bidang akademik dapat dilakukan kerja

sama antara UNJA dengan:
a, perguruan tinggi lain bajk di dalam maupun di luar negeri;
b. badan kelitbangan;
c. BUMN dan penrsahaan naeional/multinasional yang relevan;
d. badan usaha milik swasta.

(2) Ke{a sama dengan perguruan tinggi lain baik di luar atau dalam negeri
dapat berupa:
a. Program kembaran (twinnirq program)/progam gelar bersama (1oint

degree)/progam gelar ganda (double degree);
b. Program kerjasama antara UNJA dengan perguruan tinggi lain yang

memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dimana
mahasiswa dapat menempuh studi di program studi salah sahr
perguman linggi minimal I (satu) semester;

c. Program kerjasama di bidang penelitian yang melibatkan mahasiswa dan
dosen,

d. Program kedasama untuk mendukung bentuk-benhrk pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan institusi mitra yang
meliputi perencanaan, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester
dan penilaian.
antar program shrdi ddam lingkungaa UNJA pada strata yang sama,
dimana mahasiswa dapat menempuh studi minimal 1 (satu) semester.

(3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimalsud pada ayat (21

diselenggarakan dengan ketentuan:
a. diatur dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama (MoA dan MoU);
b. mahasiswa yang dapat mengikuti program ini ditentukan berdasarkan

kemampuan akademik, scholastik, dan bahasa;
c. khusus untuk perguruan tinsd di luar negeri, mahasiswa disyaratkan

memiliki nilai TOEFL aekurang-kurangnya 500.
(4) Ketentuan tentang kerja sama ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan

pedoman kcrJa sama akademik dan non-akademik UNJA yang akan diatur
lebih lanjut dengan Perahrran Rektor
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BAB XIU
KECURANGAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 99
Setiap Mahasiswa dilarang untuk melakukan:
a. menyontek, yaitu pada eaat ujian baik ujian tengah aemeeter atau ujian

akhir semeeter atau ujian l,ainnya; mahasiswa sengaja melakukarr
perbuatan menggunakan atau mencoba menggunakan bahan informasi
atau alat banhr studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen
penguji;

b. pemalsuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan
sengaja tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau translfiip
a}ademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas dalam rangka
perkuliahan/tutorial/ pralrtikum, surat keterangan, laporan, atau
ta-nde tangan dalam lingkup kegiatan akademik;

c. menJnrap, memberi hadiah, dan/atau mengancafir, yaitu perbuatan yang
dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba
mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian
terhadap prestasi akademik;

d. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu
perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan
kedudukan atau melalnrkan tugas atau kegiatan unhtk kepentingan
orang lain;

e. menyuruh orang l,ain menggantikan kedudukan dalam kegiatart
akademik, yaltu perbuatan yarg dilakLlkan oleh mahasiswa dengan
menyrnrh orang lain baik sivitae akademika Unja maupun luar Unja
untuk menggantiken kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan
baik untuk kepentinga:r sendiri ataupun kepentingan orang lain;

f. berkerjasama saat ujian, dengan isyarat ataupun melalui alat elelctronik
tanpa izin pengawas.

g. menggunakan dan mengedarkan narkoba dan zat adiktif lainnya.
h, mencuri dan tindakan kriminal lainya
i. kekerasan seksual, perundungan dan intoleranai
j. dan berbagaj bentuk kecurangan dan kriminal lalnnya yang bertentangan

dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 100
Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dapat dikenakan sanksi
bempa:
a. peringatan lisan maupun tertulis;
b. pembatalan nilai ujian terhadap mata kuliah atau kegiatan akademik

yang bersangkutan;
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c. dinyatakan tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang
bersangkutan;

d. dinyatakan tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang
berlangsung;

e. Udak diperkenankaa mengikuti kegiatan akademik pada kurun wakhr
tertentu;

f. diberhentikan sebagai mahasiswa UNJA.

Pasa] lOl
(1) Pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 huruf a, b, c dan d

ditetapkan oleh Dekan atau Direlrtur Pascasarjana atas usul Dosen
Penanggung Jawab mata kr[iah.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 huruf e dan f
ditetapkan oleh Rcktor UNJA atas usul Dckan ateu Direkhrr PascasarJana.

Pasal 102
(l) Dekan atau Direktur Pascasarjana memberikan sanksi terhadap mahasiswa

sebagaimana diatur dalam Pasal 1Ol ayat (1) dengan prosedur sebagai
berikut:
a. adanya laporan tertulis kepada Dekan/Direktur Pascasarjana yang

disertai dengan berita acara dan atau bukti pelanggaran berupa salah
satu atau beberapa jenis kecurangan sebagaimana tercakup dalam Pasal
99;

b. laporan tertulis 56$agaimsna dimaksud dalam ayat (l) huruf a dibuat oleh
Penanggung Jawab Mata kuliah jika kecurangannya berkenaan dengan
pelalsanaan proses belajar mengajar atau dibuat oleh Pejabat atau Pihal<

terkait lainnya jika kecurangannya benrpa pcmalsuan tanda tangen,
surat keterangan, surat keputusan (SK), dokumen, rekomendasi, atau
informasi penting lainnya ;

c. bila diperlukan, laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a
dapat diperiksa terlebih dahulu oleh Komisi Etik Fakultas/Pascasarjana;

d. prosedur penetapan sanksi yang melalui proses sebagaimana ayat (1)

huruf c, ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etik
Falrultas / Pascasarjana;

e. komisi etik ditunjuk dan ditetapka"n oleh Dekan/Direktrr Pascasarjana;
(2) Relrtor memberikan sanksi terhadap mahasiswa sebagaimana diatur dalam

Pasal 101 ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut:
a, diusulkan oleh Dekan / Direktur Pascasarjana disertai berita acara dari

Penanggung Jawab Mata Kuliah;
b. usulan Dekan atau Direkfur Pascasarjana pada huruf a disertakan hasil

pemeriksaan dan rekomendasi Komisi Disiplin Akademik.
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Pasal 103
Terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyelesaian
tugas akhir, seperti plagiat atau penjiplakan skripsi, tesis, disertasi dan/ atau
yang sejenisnya dapat dibatalkan kelulusannya dengan Surat Keputusan Rektor
atas usul Dekan/ Direktur Pascasarjana;

Pasal 104
(l! Terhadap dosen, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kineda yang

tidak memuaskan maka:
a. diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku;
b. diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
c, tidak diberikan mahaeiswa bimbingan untuk semester atau tahun

berikutnya;
d. tidak diberi tugas mengajar unfirk semester atau tahun berikutnya;
e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan tidak diproses;
f. penundaan kenaikan pangkat;
g. penundaan pembayaran remunerasi/ sertifikasi dosen.

(2) Terhadap dosen yang terbukti melanggar etika atau melakukan perbuatan
amoral atau menyebarkan paham tertentu yang menyimpa-ng atau
melanggar hukum maka akan diberikan sanksi ben-rpa:
a. diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
b. diproses secara hukum;
c. penundaan kenaikan panglat;
d. diberhentikan sebagai dosen.

(3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(a) Bila diperlukan, laporan selagaims16 disebutkan pada ayat (1) dapat

diperiksa terlebih dahulu oleh Komisi Etik Fakultas/Pascasarjana.
(5) Prosedur penetapan sanksi yang melalui proses sebagaimana ayat (1),

ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etik
Fakultas / Pascasarjana.

Pasal 105
(l) Terhadap Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan kecurangan

dengan membantu kecurangan mahasiswa sebagaimana diatur pada pasal
98, maka:
a. diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku;
b. diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
c. Sasaran Keg'a Pegawai (SKP) yang bersangkutan tidak diproses;
d. penundaan kenaikan pangkat.

(2) Terhadap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar etika atau
melakukan perbuatan amoral atau melanggar hukum mal(a akaIl diberikan
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sanksi berupa:
a. diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
b. diproses secara hukum;
c. penundaan pembayaran remunerasi:
d. penundaan kenaikan pangkat;
e. dibcrhcntikan ssletai Teaaga Kependidikan

(3) Pclaksanaan tindakan sanksi sebagaimana dimahsud dalam ayat (11 dan (21

dilakukan sesuai dengan pcraturan yang berlaku.
(4| Bila diperlukan, laporan sebagairnana diecbutkan pada ayat (l) dapat

diperiksa terlebih dahulu oleh Komisi Etik Fakultaa/Pascaearjana/Kepala
Biro/Irmbaga/Unit Pelayanan Teknie.

(S) Prosedur pcnetapan aanksi yang mdafui proscs eebagaimana eyat (1).

dttetapkan bcrdagarkan rekomendasi dari Komigl Etik
Fakultas/Pascasa{ana/Kepala Biro/l*mbaga/ Unit Pelayanan Telolis.

BAB XVI
KETE}ITUAN PERALI}IAN

Pasal 106
(1) Mulai remeeter ganjil tahun akademik 202412025 seluruh progranx studi di

lingkungen UNJA harus tdah menyesuaikan dan mcmberlakukan
kurikr,rlum aerta berbagai ketentuan sebagaimsns diatur dalam peraturan
akademik ini.

(2) Program Studi sarjana ilmu keperawatan dan pendidikan dokter serta
pcndidikan profesi sistem penyelcnggsraan pcndidikannya diatur tersendiri
melalui Perafttran Rektor.

BAB XVII
KEIENTUAN PENUTT'P

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, Peraturan Rektor Universitas
Jambi Nomor 9 Tahun 2O20 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal lO8
Perahrran Akademik ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mcngetahuinya, nraka glsal61i11tahkan kcpa.da scmua Pejabat
yang berwenang untuk segera mcnyebaduaskannya.

Ditetapkan di : Jambi
: l{Al$

f
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NIP t9710606 199803 1 00 I


